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Akan Digunakan Pemprov

Pemanfaatan E,ks

RSU Bangli
untuk SKPI)

Terilncam Butal
Bangli (Bali Post).-

Rencana pemerrntah Kabupaten Bangli untuk memanfaatkan gedu-ng^ qk"
Rumah Sakit U-"* in-SUiE".i*ii yang be-rte{rnat di sebelah timur Rumah Sakit
ii;; i";; ioi iB^d i ; ;;p;k" t a h a"r u s 

"t 
e rt u n d a. P a s al ny a, b a r u-b ar u in i P e me r-

i;;h p;;;t""i g.ti;il;:Ttb#;l"yattgt att surat ke Pernda untuk memanfaatkan
gedung tersebut.

Kepala Bagian Umum
Setdi Bansli I Made Ma-
hindra Putia, Jumat (17l4)
kemarin menjelaskan Pe-
manfaatan gedung eks Ru-
mah Sakit Umum Bangli ini
sudah direncanakan sejak
beberapa bulan lalu. Namun
belum lama ini, Pemerintah
Provinsi Bali tiba-tiba ber-
surat ke pemerintah daerah
untuk memanfaatkan gedung
tersebut sebagai Rumah Sakit

_Rehabilitasi Narkoba. "Untuk

pemungsian belum bisa kami
iakukan, karena beberaPa
waktu lalu ada surat dari
Pemprov, rencananYa akan
dieunakan menjadi Rumah
Sakit Rehabilitasi Narkoba,"
uJarnya.-'Karena kondisi tersebut
pemerintah daerah'belum
bisa menentukan sikaP
terkait tindak lanjut ren-
cana pemindahan beberaPa
SKPD ke gedung tersebut.
Pihaknya harus melakukan

koordinasi dengan PemProv
terlebih dahulu dan men-
ielaskan keadaan beberaPa
SKPD yung *emiliki masalah
dalam hal fasilitas, salah
satunya adsalah bangunan
vans kurang representatif.ix"iti akan koordinasikan
dulu dengan PemProv terkait
pemungsian bangunan ini,"
katanya.

Dikatakan bangunan ini
merupakan milik Pemerintah
daerah, meskipun demikian,

Fht.r
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pihaknya tidak ingin berde-
bat dan memilih untuk tetap
mengkomunikasikan hal ini
dengan baik hersama pem-
prov.

Ditambahkan Mahindra
Putra, jika pemanfaatan
gedung ini dilakukan sekitar
dua atau tiga tahun menda-
tang, Pemerintah Daerah
mencoba untuk meminjam
sementara, sampai batas
waktu yang ada. "Kalau
Pemprov memanfaatkan dua
atau tiga tahun lagi, kami
coba pinjam dulu," tambah-
nya. Sebelumnya, Pemkab
melalui Dinas Tata Kota
dan SKPD yang lain sempat
melakukan aksi bersih-bersih
dan pengosongan gedung ini.

Bahkan sudah mengeluarkan
kajian terkait pembagian
tempat SKPD yang akan
menempati bangunan itu
denganh tujuan agar masing-
masing SKPD memiliki tang-
gung jawab.

Gedung tersebut direncana-
kan akan ditempati oleh Di-
nas Kependudukan dan Cata-
tan Sipi! Badan Kepegawaian
Daerah, Kantor Perizinan
dan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD).
Selain itu, difungsikannya
gedung ini juga sebagai lang-
kah untuk mengurangi kesan
rumah tak bertuan. Pasalnya,
sejumlah warga sekitar sem-
pat menganggap gedung ini
angker. (kmb45)
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Pilkada V

Anggaran Panwaslu Harya Disetujui Rp 1,5 Miliar
Bangli (Bali Post) -

Dalam rangka menghadapi
Pilkada mendatang, Panwaslu

' terancam tidak bisa melakukan
pengawasan secara maksimal.
Pasalnya, hingga saat ini, Pan-
waslu masih terbentur ang-
garan. Dari Rp 4.8 miliar yang
diajukan ke pemerintah daerah,
yang disetujui hanya Rp 1,5
miliar. flal itu menunjullkan
Panwaslu masih kekurangan
anggaran sebanyak Rp 3,3
miliar.

Menyikapi hal itu, Panwaslu
akan berusaha mencarikan
anggaran tambahan melalui
APBD perubahan. Ketua Pan-
waslu Kadek Sandiarta, Jumat
(1714) kemarin menjelaskan,
anggaran sebanyak Rp 4,8
miliar yang diajukan akan
dipergunakan untuk membi-
aYai sejrrmlal kegiatan terkait

Pilkada, seperti sosialisasi dan
membayar honorium pegawai.

Meskipun pengdjuan ang-
garan pertamabelum terpenuhi
seluruhnya, Sandiarta m€nga-
takanhal itu tidak akan meng-
ganggu proses pengawasan.
Disampaikan juga, beberapa
waktu lalu pihaknya juga sudah
melakukan audiensi bersama
Bupati dan menyampaikan
kekurangan anggzrran ini bisa
diajukan kembali pada APBD
perubahan.

Minimnya anggaian yang
ada saat ini, Panwaslu hanya
bisa melakukan beberapa keg-
iatan. Untuk rincian kegiatan,
pihaknya masih menunggu
keluarnya Peraturan Komisi
Psmilihan Umum GKPTI) dan
pengarahan dari Bawaslu.
Dalam waktu dekat pihaknya
akan merekrut Panitia Penga-
was l,apangan yang direncana-
kan berjumlah 72 orang yang
disesuaikan dengan jumlah
desa yangada. (krnb45)
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Awasi Pilkada 2015 V

Panwaslu Dianggarkan

Rp 5,4 Miliar
Amlapura (Bali Post) -

Panitia Pengawas Pemilu
(Panwaslu) Karangasem
mengajukan anggaran RP
5,4 miLar lebih untuk meng-
hadapi perhelatan Pemilu-
kada-taiun 2015. Meski be'
gitu, pihak Panwaslu belum
bisa memastikan anggaran
tersebut dapai memenuhi
seluruh kebutultan biaYa
vane dikeluarkan selama
b"lai."unautt Pilkada nanti.
itasalnya, pihak Panwaslu
saat ini masih menghitung
kebutuhan pengawas sesuai
denga n regulasi terbaru

Ketua Panwaslu Karan-
gasem, I Wayan Eka Su'
wecantara m e nj elaska n,
prhaknva memang belum
i-risa memastikan kecuk-
uDan anggaran tersebut
Pasalnya, iaat ini PihaknYa
masih menghitung kebutu-
han pengawae sesuai den-
gan regu lasr Yang Daru.
Dipastikan dalam 3-4 hari
nanti baru bisa dipastikan
kecukupan anggaran itu.
"Sudah disetujui, total ang-
garannya sekitar RP 5.4 mil'
iar lebih. Masih kita hitung
untuk kebutuhan Pengawas
sesuai regulasi,Yang baru,"
ujarnya.

Selain itu, dia menYam-
paikan, Panwaslu Karan-
ga""- yuttg berj umlah tiga
orang hrngga klnl Detum

memiliki sekretariat Pasti
Selain itu, perekrutan jaja-
ran Panwascam saat ini be-
lum bisa dilakukan karena
pihaknya harus menunggu
FKPU tentang iadwal dan
tahapan pilkada. PihaknYa
juga harus menunggu kaPan
KPU Karangasem mem-
bantu Panitia Pemilihan Ke-
camatan (PPK) dan Panitia
Pemungutan Suara (PPS).
"Belum dilakukan perekru-
tan Panwascam karena
masih menunggu saudara
tua kami (KPU) kapan mem'
bentuk PPK dan PPS sesuai
PKPU," imbuhnYa.

Anggota Panwaslu Pada
Pilkada 2015 diisi wa-
jah baru. Masing-masing
I Ketut Suastama dan I
Ketut Suberata. Sedangkan
ketua Danwaslu meruPa kan
incutibent yang te rP il ih
kembali. Di tempat terpisah
Ketua KPU Karangasem'
I Made Arnawa, mengaku
pembentukan PPK dan PPS
oleh KPU masih menunggu
PKPU yang nantlnya se-
bagai pedoman Pelaksaan
Pilkada. Saat ini, Piha knya
baru melakukan Pemba-
hasan anggaran tambahan
sesuai den?an draf PKPU.
"Masih menunggu kaPan
PKPU itu diturunkan, saat
ini masih draf PKPU,"
ujarnya. (dwa)
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Disnakanlut Gelar Vaksinasi Massaf

Kuta Selatan dan Renon

Lona Merah Rabies
Dennasar (Bali Post) -

Ditt^" Peternakan, Perikanan dan Kelautan (Disna-
kanlut) Denpasar dan Badulg, Jumat (1714', kemarih
menggelar viksinasi missal dengan menyebar,petuga-s
t" riftitg-masing banjar, lalu masu\ ke rumah-rumah
*.tg.. S6mentara wilayah -Kuta Selatan, Badung -dan
R"tr6r, Denpasar, menjaili fokus vaksinasi massal ini kar-
ena kedua ivilayah teisebut masuk zona merah rabies'

Menurut Kepala Bidang Kes-
ehatan Hewan Disnakanlut Ba-
duns I Gde Asrama, Kuta SeIa-
tan -masuk zona merah karena
terindikasi banyak anjing liar,
sehingga tingkat kerawanannYa
sangat tinggi. "Iya betul, Kuta
Selatan masuk zona merah. Ma-
kanya, untuk Kuta Selatan ada
tim khusus yhng melakukan
vaksinasi di sana, terdiri dari
tim Disnakanlut kabuPaten dan
provinsi," jelasnya.

Wilayah lainnya yang disasar
adalah Kecamatan Kuta Utara,
salah satu wilayah denganPoPula-
si anjing paling banyak di Badung.
Dengan pola dnr to dor tersebut,
diharapkan tidak ada anjing milik
warga tidak memperoleh vaksi-
nasi secara grati's dari pemerintah.
"Langkah ini lebih efektif. Sebab,
bila warga yang diminta berkum-
pul di banjar, khawatirnYa warga
enggan dengan bermacan alasan,"
katanya.

Dijelaskannya, populasi anjing
di Badung diperkirakan mencapai
55.000 ekor, tli mana terbanYak
terdapat di Kuta Utara, Mengwi,
Abiansemal Petang, dan Kuta.
'Kendati populasi anjing berkisar
55.000, target vaksinasi hanYa
50.000 ekor saja. Hal ini berke-
naan dengan masalah anggaran,

sehingga sisanya atau Yang 5.000
lagi akan diprogramkan Pada
APBD perubahan. tahun 2015.
"Satu ekor anjing itu anggaran
vaksinasinya Rp 20.000, jadi ting-
sal dikalikan 50.000 ekor anjing'
lotalnya Rp 1 miliar." jelasnYa.

Vatsinasi mensambil start di
Desa Dalung, Tahun 2015, shnr'
ing anggaran dari Pemerintah
daerah, provinsi maupun Pusat
untuk program vaksinasi selama
tiga bulan ke depan atau samPai
bulan JuIi, kurang lebih RP I
miliar. "Anggaran Rp 1 miliar itu
juga shnring. Dari APBD Badung
anggarannya untuk 30.000 ekor
anjing. provinsi untuk 15.000 ekor
anjing. dan APBN untuk 5.000
ekor anjing," katanya.

Program vaksinasi akan ter-
us dilakukan dari April samPai
Juli. Sasarannya adalah seluruh
wilayah di Badung, seperti Petang,
Abiansemal, Mengwi, Kuta Utara,
Kuta, dan Kuta Selatan.

Sementara itu, Disnakanlut
Kota Denpasar akan menggelar
vaksinasi rabies massal tahaP
ke-6 mulai 20 April hingga 9 Juni
mendatang. Menurut rencana,
vaksinasi massal diawdli den-
gan menyasar Kelurahan Renon.
Kepala Disnakanlut Denpasar
A.A. Bayu Brahmastra, Jumat

l-kl. r
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VAKSIN - Salah seorong warga d.iBanjor Dukuh, Dalung, tnetnegong onjingnya agarmenNu-
dahhan petugas tnemberihan uahsin rabiee, Jurnot (17/4) kernarin. Selain d.i tempot tersebut,
Dinas Pite'riahan, Perihonan don Kelautan Kobupoten Bad.ung juga melahukan uakeinasi
massal d.i beberapa wilayah Bodung.

(1714) kemarin mengungkapkan, gatsebelumnyadaerahinimenjadi
vaksinasi rabies massal tersebut zona merah," katanya.
merupakan langkah antisipasi Kabid Kesehatan Hewan Dis-
kasus rabies di wilayah Kota Den- nakanlut Denpasar Luh Suri Ur-
pasar. Kelurahan Renon menjadi pini mengungkapkan, vaksinasi
sasaran pertama pada vaksinasi rabies tidak hanya menyasar an'
kaliini, lantaranRenonditetapkan jing saja, tetapi juga hewan peli-
sebagai zona merah rabies pada haraanlainnyasepertikucingdan
1 Maret lalu. "Ini sebagai upaya kera. Vaksinasi dilakukan secara
antisipasi rabies. Kita akan rmilai door to dnorke masing-masing ru-
denganKelura-hanRenon, mengin- mah warga. Untuk itu, pihaknya

berharap masyarakat memper-
. siapkan hewan peliharaannya
untuk dilunjungi tim vaksinasi
rabies. (kmb27/kmb25)

Bali Posueka

[,1a1. z
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Kapolda akan Evaluasi
SP3 Kasus Adi Wiryatama

SPB (Surat Perintah Pengh-
entian Penyidikan) kasus
Ketua DPRD Bali Nyoman
Adi Wiryatama dibahas saat
acara ngopi bareng Kapolda
Bali Irjen Pol. Ronny Sompie
dengan pemred media cetak
dan elektronik, Jumat (1714)
kemarin. Menurut Kapolda,
pihaknya akan mengevalu-
asi dan mengoreksi penerbitan
SP3 tersebut.

'Untuk SP3 ini, kami masih
evaluasi secara subtansial dan
prosedural. Ketika muncul
alat bukti baru, bisa jadi dasar
untuk melihat SP3 itu, sejauh
mana bisa dikoreksi lagi,"
tegasnya.

gaan pemalsuan akta au-
tentik yaitu sertifikat tanah
dan memberikan keterangan
palsu ke Polda Bali dengan
nomor LP I 160 lIlI| 2O | 4 IBahJ
Spkt. tanggal 11 Maret 2014.
Sedangkan tanda bukti lapo-
ran nomor TBU160/III/SPKT
Polda Bali. Setelah menetap'
kan Adi Wi.ryatama cs. seba-
gai tersangka dan mengirim
SPDP ke Kejati Bali, Polda
Bali r.nengeluarkan SP3 pada
28 November 2014. Polda ber-
dalih, kasus itu bukan tindak
pidana karena tanda tangan
Made Sarja identik di Akta
Jual Beli (AJB)

Selain kasus Adi Wiryatama,
pada kesempatan.tersebut Ka-
polda Bdi juga ditanya kelan-
jutan kasus dugaan korupsi
pipanisasi yang menetapkan
Bupati Karangasem I Wayan
Geredeg sebagai tersangka se-
jak 2011 lalu. Ronny langsung
minta Wadir Reskrimsus Polda

BaIi AKBP T. Widodo Rahino
menjelaskan perkembangan
kasus tersebut. Widodo men-
gungkapkan, pihaknya sudah
melakukan penyidilan sejak
delapan bulan lalu dan saat ini
sudah diktim lima berkas ter-
sangka ke kejaksaan. Bahkan,
salah satu tersangka divoni's
bersalah dan dijatuhi huku-
man 1,5 tahun di Pengadilan
Tipilor Denpasar.

Ditemui usai pertemuan,
Widodo mengungkapkan, un-
tuk berkas tersangka lainnya
Sudah diserahkan ke kejak-
saan. Namun hingga saat
ini, belum P-21 (lengkap). Ia
menegaskan. status Geredeg
hingga saat ini masih se-
bagai tersangka dan proses
hukumnya masih menunggu
hasil penyidikan lebih lanjut.
"Kami masih proses, sambil
menunggu hasil persidangan
tersangka lain," tegasnya.
(rah)

Seperti pernah diberita-
kan, Adi Wiryatama bersama
putranya, Gede Made Dedy
Pratama, dan oknum no-
taris Ketut Nuridja, sempat
ditetapkan sebaga.i tersangka
berdasarkan laporan I Made

-Qgtj, Laporannya atas du-
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Kasus di Badung dan Denpasar

Kajarr Sebut
Masih Pul data

7

gotanya dari Tim Intelijen yang sudah'menyam-
bangi Puspem Badune dan Pemkot Denoasar.bangi Puspem Badung dan
Khusus untuk di Pemkab Bar

Denpasar.
Pemkab Badung, Kajari menga-

takan timnya belum melakukan penggeledahan.
"Kemarin (Kamis - red) masih dilakukan pul-
data (pengumpulan data). Itu penugasan, untuk
melakukan pengumpulan bahan keterangan,"melakukan pengumpulan bah
katanya. Jumat (17l4) kemarin.

Dia mengatakan pihak kejaksaan masih
melakukan penyelidikan. Salah satu metode yang
dilakukan adalah wawancara. Adanva informasi

menda-
di sana
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Kasus Korupsi di Dishutbun

Ajus Dihukum 2,5 Tahun,

Jaksa Banding
Amlapura (Bali Post) -

.Ia[sa Penuntut Umum
(JPU) Kejari AmlaPura,
Aditya Okto Tohari, Jumat
(17l4) kemarin, menYatakan
banding atas vonls rrngan
terhadap terdakwa WaYan
Suradika alias Ajus atas ka-
sus korupsi pengadaan bibit
di Dishutbun Karangasem.
Memori banding sudah dis-
ampaikan kemarin, melalui
PN-(Pengadilan Negeri) Den-
pasar.- 

Soal kenapa jaksa menya-
takan banding, karena voms
hakim Tipikor PN DenPasar
dinilai masih belum mem-
berikan rasa keadilan Pada
masyarakat. Jaksa menuntut
Aius dengan emPat ta hun
neniara. denda dan diwajib'
tanmengembalil<an keru gian
n"ga"a Rp 7?1 juta. Namun'

majBlis hakim inemutuskan
oidana peniara 2.5 tah un
Lagi Ajus ditambah denda
dan mengembalikan keru-
gian negara. "Putusan 2,5
tahun penjara belum mem'
berikan rasa keadialan di
masyarakat." kata Okto.

Sementara, atas putusan
mantan Kasi Rehabilitasi
Hutan dan Lahan (RHL) I
Gede Sandhi, S.Hut., jaksa
tak banding. Demikian juga
terdakwa Sandhi tidak men-
gajukan banding dan men-
erima putusa n 1.5 tahun
penjara. JPU menuntut Pria
asal Susuan. Amlapura itu
dengan hukuman dua tahun
Deniara. "Putusan untuk ter-
ia(wa Sandhi, kami nilai
sudah menunjukkan rasa ke-
dilan di masyarakat. Di mana
putusan majelis hakim sudah

Iebitr dari 2/3 dari tuntutan
JPU," katanya.

Menurut Okto yang mem-
beratkan bagi Ajus, dia sama
sekali tak ada niat mengem-
balikan kerugian negara.
Sesuai fakta yang terungkap
di persidangan, Ajus sendiri
yang menggunakan uang
negara itu. Soal ada uang
Rp 11,4 juta yang disita dan
dirampas untuk negara, uang
barang bukti itu semata hasil
penggeledahan dari penyidil<
KejariAmlapura yang menan-
gani kasus itu. Sementara,
Sardhi mengaku tak ilut me-
nikmati uang dari kerugian
negara Rp 771 juta. Namun,
sebagai pejabat Sandhi dinilai
telah menguntungkan orang
lain yakni terdakwa Ajus
yang mengakibatkan keru-
gran negara.

Okto mengatakan, dia
sendiri tak percaya kalauAjus
yang menikmati uang Rp 771
juta dari korupsi pengadaan
bibit itu. "Namun nantinya
kalau terungkap ada bukti
baru, tentunya kasus itu
bisa dilanjutkan lagi dengan
tersangka lainnya. Kami
sambil jalan,-kalau ada bukti
baru lagi, kita akan proses.
Soalnya, dalam tindak pi-
dana, kedaluwarsanya sangat
lama," katanya.
. Seperti diberitakan sebe-
Iumnya, ada proyek pen-
gadaan bibit kayu hutan di
Dishutbun Karangasem pada
pos hibah uang. Hibah uang
tahun 2013 itu nilainya Rp
1,2 miliar aspirasi dari empat
anggota DPRD Karangasem
periode 2009-2014. Keem-
pat mantan anggota DPRD

Karangaseur sempat diper-
iksa bait di penyidit, maupun
memberikan keterangan di
sidang fipikor itu.

Menurut Okto yang juga
Kasi Pidsus Kejari Amlapura
itu, modus korupsi itu di
mana terdakwa Ajus sebagai
pendamping kelompok tani
yang menerima bibit itu di
antaranya kelompok tani dad
Seraya dan ada dari kecama'
tan Kubu. Uang pengadaan
bibit dicairkan di BPD. tetapi
saat pencairan di bank su-
dah ada terdakwa Ajus yang
menunggu potongan dari
ketua kelompok tani pen-
erima bibit. Kelompok tani
hanya menerima sedikit uang
itu. Sementara bibit sudah
disediakan Ajus dan bahkan
pembibitan sudah dilakukan
jauh sebelumnya. (013)
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Bisa Timbulkan
Ketimpangan Ekosistem

REKLAMASI Teluk Benoa men-
jadi isu yang menyita perhatian ban-
yak orang di Bali, bahkan di tingkat
nasional saat ini. Para aktivis
bergerak, ilmuwan beropini dan
pro-kontra pun te4adi. Mereka yang
pro-reklamasi sering menceritakan
keindahan dan manfaat reklamasi
irntuk masa depan Bali dengan ker-

Tulisan ini tidak secara khusus
membahas reklamasi Teluk Benoa,
Bali, tetapi melihat reklamasi d'ari
perspektif yang lebih umum.

Pada kawasan yang rawanbencana
seperti Indonesja, rek-Iamasi memiliki
ancaman tersendiri. Rekl,amasi yang
merupakan intervensi manusia sangat
mungkin memiJiki kekuatan dan daya

tahan yang lebih rendah dibanding-
kan lingkungao ul^-| Jika kawasar:
reklamasi ini mengalami bencana
alam seperti gempa bumi, tsunam:
dan gelombang pasang, erosi, dll
maka kerusakannya bisa iebih paral
dibandingkan kawasan alarni.
Hal.27
Organisme Asing

ap mencontohkan Jumeirah Palm
Island di tlni Emirat Arab.

Bayangkanlah diri Anda ber-'
jemur di Jumeirah Palm Island
Ienikmati segelas minuman dingin;
khas tropis sambil membaca buku
atau sekadar bermalas-malasan.
Bayangkan pula, dua dekade lalu,
pulau itu tidak ada dan yang ada

ketika itu adalah laut. Berterima
kasihlah karena ada reklamasi yang
kemudian membuat pulau itu ada.

Apakah reklamasi selalu seindah
yang kita bayangkan tetang Jupei
rah Palm I!!44d? Mari kita lihat.

lkt-r
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Hal ini juga dikemukakan
oleh Arun Kumar dalam tu-
lisanya yang berjudul "Re-
claimed Islands and New Off-
shore Townships in theArabian
Gulf: Potential Natural Hazards
di Cunent Science" pada Feb-
ruari 2009.

Hadirnya material baru dari
berbagai tempat untuk rekla-
masi bisa membawa organisme
asing yang belum tentu cocok
bagi kawasan rekl.amasi terse-
but. Pada akhirnya. reklamasi
yang.demikian bisa menimbul-
kan ketimpangan ekosistem
yang pada jangka panjang bisa
menimbulkan bahaya yang
lebih besar.

Penelitian yang dilakukan
oleh Xuan Wang dkk. men-
gungkapkan bahwa usulan
reklamasi di Tong'an Bay, Xia-
men, Cina bisa menelan biaya
kerusakan ekosistem yang jauh
lebih besar dibandingan potensi
kerugian internal proyek rekla-
masi itu sendiri. Penelitian ini
dipublikasilian dengan judul
"Estimating the ecosystem
service losses from proposed
Iand reclamation projects: A
case study in Xiamen di Jurnal
Ecological Economics" Volume
69 tahun 2010.

Reklamasi juga dapat
mengganggu pertum.buhan,
reproduksi serta distribusi
fitoplankton yang akhirnya
menyebabkan gangguan pada
zooplankton yang hidupnya.
bergantung pada fitoplankton.
lelain itu, pengerukan dasar
raut bisa secara Langsung me-
mengarui kondisi bentos seh-
ingga jumlahnya berkurang
atau bahkan punah. Singkat-
nya, proyek reklamasi bisa
berdampak sangat buruk bagi
lingkungan pesisir dan laut,

{itandar d_e1qqn kerusakan

Organisme Asing \/
biodiversitas. Hal ini diteeas-
kan. misalnya, oleh t<unyrr l,i
dkk. dalam tulisannya "Effects
of Reclamation Projects on Ma-
rine Ecological Environment in
Tianjin Harbor Industrial Zone
di Procedia Environmental Sci-
ences", Volume 2, tahun 2010.

Perubahan bentuk sarrs
pantai akibat reklamasibisa
mengubah pola aliran arus
laut di kawasan tersebut. Den-
gan perubahan arus laut ini
maka sangat mungkin ter-
jadi kerusakan. Misalnya, ada
bagian pesisir yang semula
tidak mendapat terjangan arus
laut yang kuat kini menda-
pat tedangan yang lebih kuat
akibat perubahan arus laut ini.
Dengan kata lain, reklamasi
di satu kawasan bisa merusak
kawasan pesisir lain.

Reklamasi yahg bersifat
masif sehingga menghadir-
kan ruang baru bagi aktivitas
manusia bisa mengundang
pendatang dari berbagai kul-
tur yang berbeda. Menurut
penelitian yang dilakukan oleh
Ibrahim Aldarmaki tahun 2008
di University of Southampton.
pembangrnan Jumeirah PaIm
Island bisa berdampak negatif
bagi masyarakat lokal lindig'
enous peopLe) yang merupakan
minoritas karena hanya l2o/o
dari populasi total. Intinya, re-
klamabj;4ang diltf ukan untuk
memanjakan kaum pendatang
yang bermodal besar bisa me-
nyisihkan masyarakat lokal
dengan aktivitas tradisi dan
ritual mereka.

Beban sosial yang meningkat
di kawasan reklamasi secara
langsung akan menjadi beban
tambahan bagi lingkungan
yanglebih luas kar.ena kawasan
reklamasi tidak berdiri sendiri.
Kawasan reklamasi memiliki
ketergantungan yang besar da-
lam hal pasokan nutrisi. energi

dan sebagainya. HaI ini ditulis
dengan baik oleh Pernilla Ouis
dalam sebuah tulisan "And an
Island Never Cries: Cultural
and Societal Perspectives on the
Mega Development of Islands

. in the United Arab Emirates"
dan diterbitkan oleh Springer
tahun 2011.

Dalam konteks lain, rekla-
masi bisa menciptakan ruang
'sosial dan geografis baru yang
"terpisah" dari lingkungan
lainnya, terlebih jika kawasan
reklamasi ini diperuntukkan
bagi kaum berpunya. Rekla-
masi bisa mencipatakan "dunia
baru" yang terpisah dengan
"dunia nyata" di sekitarnya,
sehingga jurang berbedaan
bisa kian menganga. Dispari-
tas ekonomi dan gaya hidup
bisa makin menegas dan bisa
muncul kecemburuan di antara
kelas-kelas masyarakat yang
kian lebar perbedaannya. Da-
lam tulisannya yang berjudul
"Man-made islands as anxious
spaces, cultural icons, and trav-
elling visions" di jumal Enuiron-
n rcnt and Planning tahvn 2009,
volume 41, Mark Jackson dan
Veronica della Dora mengingat-
kan kita akan potensi ini.

JL lisan ini bisa bertambah
panjang karena memang san-
gat banyak dampak reklamasi
yang perlu mendapat perhatian

_serius. Intinya..perlu diSadari
bahwa reklamasi tidak selalu
menghadirkan ruang baru den-
gan suasana dramatis seperti
yang kita bayangkan atau lihat
dari iklan-iklan pariwisata.
Di balik itu telah mengintip
berbagai bahaya yang jika
tidak diantisipasi bisa menjadi
serangan balik yang dahsyat
dan menghancurkan.

Penulis, l)osen Tehnik Geode -
si UGM, Peneliti ospek geospa-
sial dant legal isu kelautan.
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J alanKartini dan TJ dayana
SilSaraja (Bali Post) - dihotmix di semua pedesaan

Infiastruktur jalan di kota dibenahi. pasalnva, d";;;;
mendapat a!en-s1 pemerintah jalandihotmix, estimasiwaftu_
*aoupaten Fuleleng melalui nya berumw tujuh tahun. NahDrnas Pekeqaan Umum. pem_ kalaudalamtigasampaiemoat
9e,nanql.qenyasar_ sejumlah tahunbisa memperbaikisecara
Jalan ctr bilangan Jalan Kar- keselunrhan.artinyasayatidaktini dan Jalan Udavanl {ota pe"l,r."tiupiun"".n""irpJi"'
Sinsaraja. Beberipa- bulan iiga tahun anggaran rhemper_sebelumnya, Jalan Udayana b;,f";;;;"i"i.,, 

"""p b"iriidan Kartud mendapat keluhan S*"a"V^t I, ,Jumat \1714) ke_masyarakat, akibat bergelom_ marin. " 
-'---'

bang dan rusak. Kondisinya Strult**u.jalansebelL,n-
se m al<i n me mpriha t inka n, 

"yu 
_"ngul"_i f."*""f^. 

".prfmengingat ruas_jalan diper.gu_ 
"iu"ga""pu"dJ;G;;;#;nakan masyarakat dan ma[a_ R;r"k"t;J;;;r^i"ili" 

"iiuiisiswa-mahasiswi menuju areal 
"*"i^d"i,ua.ti."r"-ti^p h#Kampus Undiksha singaraja, ale*atit"ii+.utbertonasebe-

dan LapanqlLn Bhuana-patra r.i lirf"l".*J;;;;;;fr;
singaraja. -Bupati Buleleng, s -iliur ""t"r. 

pe.baiTanialai
Agus Suradnyan , kemudia-n it". p."ir"g:"H;ff#ffi1;
segera memberikan m1g$at kilometer, Ji".ti-u.irrrip*g
perbaikan kepada Kadis pU. dalam fSO hari kerja. DG;;
.,"Saya berharap konstruksi p"oy*p"tut*nadilakukanpT
Jaranyangcuperbarkmibertah- $ditqa Sinar pratama denganan dalam durasi waktu lama. kosultan p".rgu*u. CV rit;Strategi saya, mengapa jalan Ou"uirr- i-fi[a+l
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Sempat Mangkralt

Pembangunan PPI Karqngdadi
Kembali Digarap 2016

I

TERKUBUR - Nosib proyeh Pusat Pend.arotan lhan (PPI) Kusarnba, Dawan, Klung-
hung, hian nrerana. Setelah Hasil kaji ulang tahun lalu memperlihathan proyeh ini
layah d.ilanjuthan) nan7..tn hingga bulan he empat tohun ini,,belum oda tqnd.a-tand.a
pembangunan PPI Kusamba dilanjuthan lagi. Kond.isi bangunan utamanya mahin
tenggelam oleh pasir pantai. Demihian juga breahutater, berantohan d,iterjang
gelombang pasang.

PANGKALAN Peirdaratan
Ikan IPPI) di Dustrn Karans-
dadi. Desa Kusamba. Keca-
matan Dawan direncanakan,
dilanjutkan pengerjaannya
tahun 2016. Pengerjaannya
sekaligus mengubah status PPI
menjadi Pelabuhan Peril<anan
Pantai (P3). Pelabuhan ini nanti
diproyeksikan bisa mepdorong
program poros maritim pemer-
intah pusat untuk membanzun
sektor perikanan secara masif
di setiap daerah.

Kepala Dinas Peternakan
Perikanan dan Kelautan (PPK)
Kl ungkung Gtrsti Ngura h Badi-
wangsa, Kamis (16/4) mengata-
kan. sejak lokasi saat ini sesuai
dengan kajian konsultan masih
dinyatakan layak, pihaknya
sudah menindaklanjuti hasil
itu dengan kembali melakukan
komunikasi dengan pemerintah
pusat. Bahkan, pihaknya bersa-
ma Bupati Klungkung Nyoman
Suwirta. juga sudah melakukan

presentasi di Kementrian Peri-
kanan dan Kelautan RI.'Dari
presentasi kami, pemerintah
pusat sudah berkomitmen,
bahrya pelabuhan ini akan
diselesaikan. Nantinya akan
menjadi pelabr.rhan perikanan

pantai," katanya.
. Untul< menyelesaikan pem-
bangunannya angga ran sekitar
Rp 100 miliar. "Pemerintah
pusat sudah menegaskan akan
4ialgsq"kutt tahun 2016. Den-

gan mengubahstatus PPI men-
jadi P3, maka anggaran dari
pemerintah pusat nantinya
yang turrn ke daerah juga lebih
besar. dibandingkan anggaran
yang- bersumber dari DAK,"

ujarnya..' Tersendatnyapembangrrnan
pelabuhan tersebut karena per-
soalan pendanaan. Anggaran
yang dikucurkan dari DAK
@ana Alokasi Khusus) setiap

tahunnya, dirasakan sangat
kecil untuk menyelesaikan
pelabuhan tersebut.

Padahal, membangun
sebuah pelabuhan membu-
tuhkan anggaran cukup besar,
dengan tahapan pembangunan
secara berkelanjutan, bukan
setengah-setengah, sePerti
yang terjadi sejak tahun 2004
sampai tahun 2012.

Ia menyebut, rata-rata PPI
di seluruh Indonesia yang dida-
nai dari DAK nasibnya serupa
dengan PPI Karangdadi saat
ini. Pernyataan ini sekaligus
menepis keraguan masyarakat,
bahwa proyek ini bakal di-
hentikan pemerintah Pusat.
Selama ini, pemerintah Pusat
menilai pelabuhan itu sudah
menghabiskan anggaran cukuP
banvak.

Sejak dibangun dari tahun
2004 sampai tahun 2012, total
PPI itu sudah menghabiskan
anggaran Rp 21.959.650.000.
Tahun 2013 sempat dianggar-
kan sebesar Rp 2.271.520.000,
untuk pembangunan breah'
water sisi barat sepanjang 25
meter. Namun, tidak jadi digu-
nakan karena dilakukan reuleur
design. (kmb31)

#
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KLH Pahami Trauma
Masyarakat Bali

Jakarta (Bali Post) -
Nasib rencana reklamasiTeluk Benoa saat ini

sedang berada di bawah Kementerian Kehutan-
an dan Lingkungan Hidup (KLH). Proses analisis
dampak Lingkungan (amdal) rencana reklamasi
Teluk Benoa masih dalam kajian KLH.

Izin amdal inilah yang akan menjadi
penentu berlanjut atau tidaknya kegiatan
rekiamasi di Teluk Benoa. Sebab, dari izin
arndal tersebut investor baru bisa rnerrlegang
izin pelaksanaan sebagai syarat bisa urelekla-
rnasi. Namun, dalam rapat dengar'' pendapat
(RDP) Komisi II DPD-RI bersama pihak-pihak
terkait, KLH menekankan investor harus
mampn meyakinkan trauma yang ada di
masyarakat Bali bahwa reklamasi tidak selalu
berdampak buruk.

"Kami memaharni ada traurna pada re-
klamasr Pulan Serangan. Terkait dengan hal
itu, kami menekankan pada pemrakarsa agar
rneyakinkan masyarakat bahwa revitalisasi ini

, .,..,l'.'. :,rBd,fl".:.:.:fl$l; .,t1.:.l: :r' .,,,,,..i.

Namun. akibat dari rekla-
masi selain terjadi kerusakan
ekosistem, banyak nelayan
kehilangan mata pencarian.

Oleh karena itu, Imam
menegaskan konsultasi publik
menjadi sangat penting agar
semua masyarakat di Bali me-
mahami benar baik-buruknya
kegiatan reklamasi di Teluk
Benoa. "Karena itu, semua
kepentingan di masyarakat
harus diakomodasi. Kalau
pemrakarsa tidak mengako-
modasi, patut dipertanyakan.
Oleh karena itu, konsultasi
publik menjadi sangat pent-
ing. Adanya pro-kontra di
masyarakatlah yang mem-
buat rencana revitalisasi ini
menjadi sangat penting," im-
buhnya.

Direktur Jenderal Kelau-
tan, Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil Kementerian Kelautan
dan Perikanan (DKPBK KKP)
Sudirman Saad mengatakan
kementeriannya berupaya
melaksanakan good goL)ern-
ntent dalam menyikapi per-
soalan ini. Yaitu, berupaya
mendasarkan pada' ketentuan
perundangan yang berlaku.
"Sebab, bila pemerintah me-
langgar akan ada konsekue-
nsinya, bisa dianggap berkhi

tidak seperti yang terjadi di Pulau Serangan.
Pemahaman nasyarakqt hams menjadi nomor
satu. Pemrakarsa hams betul-bettrl mernberi-
kan pemaharnan rneruadai kepada masyarakat,"
kata Deputi Tata Lingkungan KLH Imam
Hendalgo Abr.r Ismoyo dalan forurn RDP yang
digelal Kornite II DPD, Rabu (15/4).

Dalarn cacatan Buli Post, rnantan Menteri
Negala Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar
dan Gusti Muhamrnad Hatta pernah mengam-
panyekan rehabilrtasi Pulau Serangan dengan
kegiatan penanalnan pohon bakau, penghi-
jauan hutan rnangrove, pengembangbiakan
temmbu karang, dan upaya lain dalarn rangka
urengembalikan dan memperbaiki kerusakan
Pulau Serangan akibat reklarnasi.

Proses reklarnasi berlangsung..selama dna
tahun. Luas Serangan kemudian bertambah
hanrpil empat kali lipat rnenjadi 481 hektar.
Hal.27
Kerusakan Ekosisterr

anat," katanya.
Sejauh ini, menurut

Sudirman, investor telah
memperoleh izin lokasi dari
kementeriannya. Izin tersebut
diklaim telah sesuai dengan
ketentuan perundangan yang
berlaku. "Kami dari pemerin-
tah sangat tergantung pada
peraturan perundangan," te-
gasnya.

Soal kewenangan pembe-
rian izin ini, Sudirman menga-
takan ketentuan perundangan
juga telah menyatakan ada
tiga pihak yang diberi ke-
wenangan menerbitkan izin
yaitu di tingkat pusat Menteri
KKP dan Menteri Perhubun-
gan. "IJntuk izin Menteri Per-
hubungan di daerah yang
terkait dengan pelabuhan, di
luar itu menjadi kewenangan-
nya KKP. Ada juga kewenan-
gan gubernur dan bupati/wali
kota," katanya.

Sesuai PP No.26 Tahun
2008 tentang Kawasan
Startegis Nasional, menurut
Sudirman, Denpasar, Badung,
Gianyar.dan Tabanan (Sar-
bagita) masuk dalam kategori
daerah KSN. 'Atas dasar PP
tersebut, maka perizinan yang
diberikan beralih dari pe-
merintahan provinsi menjadi
kewenhngan KKP," jelasnya.
Grrnb4)
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Anggaran Belum Cair,

Tahapan Pilkada lembrana Terancam Molor

NEGARA, NusaBali
Froses tahapan rangka-

ian pelaksaan Pilkada yang
rencananya dimulai Minggu
(1.9/4) besok, b€rdasar draf
Peraturan KPU (PKPU), ter-
ancam molor. Pasalnya, hing- 

,

ga f umat (17 /4), anggaran
untuk pelaksanan melalui
KPU itu, belum dapat dicair-
kan, akibat belum turunnya
PKPU yang menjadi dasar
acuan pasti pelaksanaan.

Begitu juga dengan agen-
da tahapan pelaksanaan di
KPU fembrana. Menurut
Ketua KPU fembrana, I Gusti
Ngurah Darma Sanjaya,
saat ditemui di Kantor KPU

|embrana, fumat siang ke-
marin, sesuai dengan acuan
draft PKPU yang sementara
dijadikan pegangan pelak-
sanaan, tahapan awal se-
benafnya sudah dimulai
Minggu'besok. Dimana ta-
hapan aWal tersebut, adalah
pembentukan adhoc Pani-
tia Pemilihan Kecamatan
IPPK) di Kecamatan dan
Panitia Pemungutan Suara
(PPS) di Desa/Kelurahan.

Untuk melaksanaan ta-
hapan tersebut, dikatakan,
seharusnya dana sudah bisa

SEKRETARIS KPU Jembrana, Gede Martiana, bersama seorang staf
Sekretariat KPU Jembrana, yang tampak sibuk mempersiapkan.proses
untuk pencairan dana Pilkada, Jumat (17l4).

dicairkan fumat kemarin.
Sesuai dengan kesepakatan
antara KPU dengan Pemkab

fembrana, KPU diberikan
dana sebesar Rp 11,4 mil-
iar untuk pelaksanannya.
Namun dana tersebut, di-
berikan diawal sebesar Rp
10,3. miliar sesuai dengan
penganggaran di APBD In-
duk 2015, sedangkan sisanya
di APBD Perubahan 2015.

"Masalah kesepakatan dana
memang dari Pemkab sudah
komitmen, dan memastikan
sudah siap. Tapi implemen-
tasi ini, berusaha kita kejar,
biar bisa hari ini. ltu ada di-
minta kita harus menyiapkan
RAB, nomor rekening, NPWB
dan kita sekarang sedang
kita siapkan semua hari ini
[kemarinJ, sehingga mudah-
mudahan hari ini juga bisa

Aal' r
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cai4" ujarnya.
Dari perhitungan, dana

sudah harus turun fumat
kemarin, karena pada Sabtu
(18/4) hari ini dan Min-
ggu besok adalah hari libur.
Pihaknya sendiri mengaku,
memang ada sedikit per-
malasahan yang cukup me-
makan waktu, dari segi RAB.
Dimana harus disediakan
RAB khusus untuk pencairan
awal sebesar Rp 10,3 miliar
dan sisa untuk yang di Pe-
rubahan, karena memang
tidak dipersiapkan terpisah
sebelumnya.

mengenai syarat pencairan-
nya, dan kendala utama juga
ada pada PKPU yang belum
turun. "Pada intinya, kalau
masalah anggaran kita sudah
siap dan sudah teranggar-
kan. Tapi.masalahnya, dasar
PKPU sek;irang belum turun,
dan kalau tidak ada dasar itu
sebagai acuannya, kita tidak
bisa," ujarnya.

Dari koordinasi pihak Kes-
bangpol f embrana, dikatakan,
jika di kabupaten lain di Bali
yang juga ikut melaksanakan
Pilkada serentak, masih men-
emukan kendala sama. Bah-
kan di Bangli, diklaiin, belum
ada kesepakatan masalah ang-
garan, Sedangkan pihaknya
sudah sangat siap masalah
anggaran, meskipun khusus
di fembrana, sempat terjadi
dinamika mengenai pelaksan-
aan penyelenggaran Pilkada.
Dimana, sesuai dengan Perp-
pu yang sempat dikeluarkan,
pelaksanaan Pilkada fem-
brana sempat diagendakan di-
undur di tahun 2018. Namun
nyatanya, Pilkada fembrana
tetap terlaksana di tahun
2015 ini, dan apggarannya
juga telah disiapkan di:tahun
ini,6 od

Di sisi lain, Setda |embrana
selaku Ketua Tim Angaran
Pemerintah Daerah (TAPD)

Jembrana, I Gede Gunadnya,
.didampingi Kakan Kesbang-
pol fembrana, Gusti Ngurah
Darma. Putra, dikonfirmasi
terpisah Jumat sore kemarin,
mengatakan, pada intinya,
pihaknya sudah sangat siap
terkait masalah dana untuk
pelaksanaan Pilkada tersebuti
Namun untuk dan4 yang di-
harapkan dapat dicairkan ke-
marinoleh {PU, diungkapkan-
Rya, pesimis dapat terealiasi.
Satu sisi dari KPU juga baru
menyiapkan beberapa hal
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